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PERATIJRAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNLU TAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BIUPATI HUMBANG RASUNDUTAN,

Menimbang - a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan
operasional Sekretariat Parai Pclitik, Pemerintah Kabupaten Humbang
musundutan memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang
wetidapat kursi di Dewan  Perwakilan Rakyat (Jaerah Kabupaten
Humbang Hasundutan hasil pemilu Tahun 2004 dan hasil pemiiu
Legislatif Tahun 2009:

b. bahwa pemberian bantuan keuarigan kepaca Partai  Politik
sebegaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan

“eentan Bupati sesuai dengan Peraturan  Pemerintah Republik

tiionesia Nomor & Tahun 2009 tertang Bantuan Keuangan Kepad::

“aita Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009

stang Pedoman Tata Carz Penghilungan, Penganggaran Dalar.

2 Pangajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaha::
Czrgaunaan Bantuan  Keuangan  Partai Politik,  serta peraturar

perundang-undangan terkait lainnya;
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Mengingat

1.

bahwa berdazarkan pertimbangan se:bagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf o di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang
Hasundutan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2C09.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 ‘Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repuoiik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik !ndonesia Nomor 4801);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

. Feraturar Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi can Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Poiitik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

13.

14.

15.

16.
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Tahun 2009 Nomor 18, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengciolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan  Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keungzn Partai Politik;

Peraturan Daerah Kabupatenr Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokox-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2007 Nomor 3);

.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasunduiari Nomor 2 Tahun

2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi KXewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahar Lembaran Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Anli Kabupaten
Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah KKabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6€);

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7):

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tats Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun
2007 tentang Sistem, Prosecur dan Penatausahaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupatern Humbang Hasundutan (Berita Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2007 Nomor 9: /
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18. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daeran,
Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan Staf Anhli Kabupaten
Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2008 Nomor 238);

19. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2008 Nomor 239);

20.Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Jabatan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240);

21.Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 241);

22.Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2009 Normor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAl POLITIK D!

KABUFATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN
2009.

BAB |
KETENTUAN UMU'M

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
| Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri

dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
; L



4. Bupati adalanh Bupati Humbang Hasundutan.

. Wakil Bupati adalah Wakil Rupati Humbang Hasundutan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnys disingkat dengan DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan.

8. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat dengan KPUD, adalah Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat dengan Ketua KPUD,
adalah Ketua Komisi Femilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

10. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat derigan Sekretaris
KPUD, adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan.

11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan
Ketertiban Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Urmnum acdalah Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk olzh sekelompok
Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, selanjutnya disebut Bantuan Keuangan,
adalah bantuan keuangar. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bersifat proporsional kepada Partai
Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

15. Dewan Pimpinar Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP Partai Politik,
adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Pusat.

16. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik,
adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Humbang Hasundutan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sclanjutnya disingkat APBD, adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
Anggaran 2009.

BAB il
PEMBERIAN BANTUAN KEIJANGAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuar keuangan kepada Partai Politik untuk

3

membantu kegiatan pendidikan politik dan cperasional sekretariat Partai Politik:
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(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai

Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dan kepada Partai
Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Legis!atif Tahun 2009;

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara

proporsional.

BAB ill
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud da'am Pasai (2) mengajukan permohonan
tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ata. sebutan !ain ditujukan kepada

kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum

Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang

bersangkutan.

(1)

Pasal 4

Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3

dilengkapi dengan persyaratan administrasi, sebagai berikut:

a.

Surat Keputusan DP? Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC
Partai Politkk yang dilegalisir oleh Ketua Unmum dan Sekretaris . 2nderal DPP Partai

Politik atau sebutan lainnya;

. Foto kopi surat keterangan NPWP;

Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai
politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD:

. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan

pembukaan rekening dari bank yang bersangxutan;

. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai poiitik:

f. Laporan realisasi penerimaan dan periggunaan bantuan keuangan tahun anggaran

2008;

. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan

perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang
ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris UPC Partai Politik atau sebutan lainnya
di atas materai secukupnya dengan mengunakan kop surat partai politik.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap dua;

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tambusannya
disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Ketertiban Umum,



(1)

BAB (V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal §
Verifikasi kelengkapan administrasi, pengajuan penyerahan dan penggunaan
bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuar Keuangan Parlai Politik Tingkat
Kabupaten;
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum;
Keanggotaan tim Verifikasi sebagaimana aimaksud pada ayat (1) tediri dari KPUD
dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten;
Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana cdimalisud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;
Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD

Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 6

Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai
Politik dibuat dalarm berita acara;

Berita acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan
keuangan Partai Politik disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Bupati dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan
Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan:

Bentuk berita acaia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran

| Peraturan Bupati ini.

BAB V

Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7
Penyaluran ban;uan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan
oleh Kepala Dirias Pendapatan dan Pengelolazn Keuangan Kabupaten Humbang
Hasundutar atas persetujuan Bupati; _
Ketua atau setfutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti
penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Humbang Hasundutan.
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(3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap | (pertama) disalurkan untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Partai
Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemiiu Tahun 2004 terhitung mulai
bulan Januari 2009 sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil
Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dihitung dengan rumus pembagian: jumlah
bulan hertugas/12 dikalikan dengan jumlah kursi di DPRD dikalikan dengan
jumlah yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2009; '

b. Tahap Il (kedua) disalurkan untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Partai
Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009 terhitung mulai
diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 sampai
dengan bulan Desember 2009 yang dihitung dengan rumus pembagian: jum!ah
bulan bertugas/12 dikalikan dengan jumlah suara Parpol yang mendapatkan kursi
di DPRD dikalikan dengan nilai persuara yang ditampung dalam APBD Tahun
Anggaran 2009.

BAB VI
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8
Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan
pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasai 9
(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan:
a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat daiam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. peningkatan partisipasi politk dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
C. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membargun karakter bangsa dalam
rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Kegiatan pendidikan politk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk mémbangun etika dan
budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10
Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal § berkaitan
dengan:

a. Administrasi umum:



b. Berlangganan daya dan jasa;
c. Pemeliharaan data dan arsip;
d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIl
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11
(1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Peranggungjawaban Penerimaan dan

Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala

satu tahun sekali kepada pemerintah seielan diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan;

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaar dan Belanja Bantuan Keuangan Partai
Politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik
Perkegiatan;

b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan
Pengadaan/Penggunaan Jasa.

(3) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti

penerimaan dan perigeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 12
(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11
disampaikan kepada Bupati oleh Partai Folitik penerima bantuan;
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat satu bulan setelah diperiksa Badar Femeriksa Keuangan
(3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalarm ayat (1) tercantum pada lampiran ||
Peraturan Bupati ini
Pasat 13
Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud Pasal 11 terbuka untuk
diketahui masyarakat.
Pasai 14
Partai Pclitik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud bada Pasal
11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan AFPBD
sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran

9 Vi
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SAB VII'
KETENTUAN PENLTUR2

Pasai 1£
Dengan Dberlakunya Perawran Bupati ini, n.a.a t2ta cara perhitungan, pengajuan,
penyaluran dan pertanggungjawaban penggun2an oantuan Keuangan Partai Politik
berpedoman kevada Peraturan Bupati ini can segalz ketentuan yang bertentangan

dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan ticak beriaku iagi.

Pasal 16
Heraturan Bupatli ini mulai berlaku pada taioge! diunazrgkan dan memiliki daya laku

surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan cengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapxan di Doloks: nggul
pada tanggal 4 Agustus 2009

BUFAY! HUMBANG HASUNDUTAN,
dio
Drs MADDIN SIHOMBING, M.Si
Diundangkan di Doloxsanggul
pada tanggal 6 Agustus 2009

Sekretaris Daerah Katupaten
Humbang Hasundutan,

SO

MARTUAMAN. S. SILALAHI, SH
NIP. 19561002 198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2009 NOMOR 11



LAMPIRF N | LRATURAN BUPATIUMBANG HASUNDUTAN
MOMOR 0 11 TAMUN 200C
TANGGAL @ 6 Apustus 2008

BENTUK BERIT4 ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA FEMILU TAHUN ... .....

Pada hari ini ................... tanggal ............ bulan ... ..o tahiun Dua Ribu Sembilan, Tim
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan bantuar keuancan Partai Poiitik Ting<at Kabupaten Humbang
Hasundutan T.A 2009 yang dibentuk berdasarkan Kcputusar Bupati Humbang Hasundutan, Nomor ......
Tahun 2009 tanggal ............. 2009, telah melaksanaka. Vz:ifikzsi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Hurbang Hasundutan T.A 200S yang diajukan oleh

Berdasark-n Hasil Verifkasi Kelengkapan Administras P2ngajuan bantuan keuangan Partai Politik,
Tim menyatakan hakwa Farai................................_..... lelan memeruhi persyaratan untuk mendapat
bantuan keuangan dari Pernerintah Kabupaten Humbang i{as.ndutan yang didasarkan pada hasil perolehan
kursi/suara pada Parlai Politik yang mendapatkan kursi ¢ CFRT kebupaten rumbang Hasundutan pada

Pemilihan Umuni Tabun ........ sebanyak ........kursi/suara sah Y. Rp.. ............, LS T

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengiepen Acministrasi  Bantuan Keuangan kepada

Partal.................................ini, dibuat untuk dapz  apeigunakan sebagaiman = mestinya.
TIM VERIFIKAS!
KELENGK/.PAN ADIINISTRASI BANTUAN KCUAIMGAN KEPADA PARTAI POLITIK

T e e Ketua Sssessmnnmine T )
7 R e Sekreta.is (e e e - )
. [ RP— - Angouta  eteerisrttrae e sraae e st srns )
Be e e ees Anggcta b )
D _ s e R SR A P Anggoia OO SOPR )
B e Anggota Liiinniih s oo s s e et )
Be e AR Anqgote (e e )

CUPATY HUMBA G HASUNDUTAN,

4.0

Org. MADDIN SIHOMBING, M.Si.



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MOOF

: 11 TAHUN 2009
TAG3AL 5 Agustus 2009

FOPMAT LAPORAN PERTANGGJUrGIAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POuITIK ..o
- TAHUN ANGGARAN . . ... ...

.rsama ini disampalkan lasoran pertanggungjawaban bai Lian euangan partai poiitik yang telah diperiksa

2PK pada tanggal........bulan...... .ahun

|\ O

JENIS PENGELUAKAN

2 ———

(terlampir)

obao
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1. Administrasi Umum_

_a. Keperluan ATK
b. Rapat Internal
L Sekretariat

c. Ongkos Perjclanan Dinas
dalam rangka mendukung
kegiatan operasional
Sekretariat
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2. Langganan Daya dan Jasa

a. Telepon dan listrik

b. Air Minum

f c. Jasa pos dan giro

d. Surat menyurat

4. Pemeliharaan Peia.atan
Kantor

1. Pemeliharaan data dan arsip |
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